ABSTRAK

Abdurahman; Kepastian Hukum lkrar talak di luar Pengadilan Agama (Analisis
Komparasi Hukum Islam dengan Peraturan Perundang-undangan) di  bawah
bimbingan Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, M.A  dan Dr. Hj. Masyithah Umar,
M.Hum. Tesis pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2019.
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Terjadinya kesenjangan antara norma hukum Islam yang secara umum,
mensyahkan ikrar talak di luar Pengadilan, dengan peraturan perundang-undangan
yang hanya mengakui keabsahan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama.
Fenomena hukum yang terjadi ketika ikrar talak di luar pengadilan itu diajukan ke
Pengadilan Agama untuk mendapatkan keabsahan dan kepastian hukum,
menimbulkan permasalahan kesenjangan antara hukum Islam dengan peraturan
perundang-undangan, yang memberatkan pihak perempuan.

Permasalahan yang diteliti adalah; kepastian hukum ikrar talak di luar
Pengadilan Agama menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, dan
analisis komparasi  hukum Islam dengan peraturan perundang-undangan tentang
kepastian hukum ikrar talak di luar Pengadilan Agama.

Jenis penelitian yang laksanakan adalah penelitian normatif, yang meletakkan
hukum sebagai sistem norma, asas, prinsip, kaidah dan tujuan hukum, berkenaan
dengan kepastian hukum ikrar talak di luar Pengadilan Agama, melalui studi
kepustakaan terhadap bahan hukum yang dikumpulkan dengan menggunakan
pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan
perbandingan (Comparatif approach). Kemudian dilakukan analisis kualitatif dan
komparasi terhadap bahan hukum, agar dapat menarik kesimpulan dengan metode
induktif, sehingga diperoleh jawaban permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa menurut hukum Islam; ikrar talak di
luar Pengadilan Agama tidak mempunyai kepastian hukum karena adanya perbedaan
pendapat tentang keabsahannya, dan penerapannya oleh masyarakat sering tidak
sesuai dengan asas, norma, prinsip, kaidah dan tujuan hukum Islam dan sering terjadi
kesalahan yang sulit untuk ditegakan. Sedangkan dalam peraturan perundang-
undangan, jelas menyatakan keabsahan ikrar talak dilaksanakan di depan sidang
Pengadilan Agama, tidak ada perbedaan keabsahannya. Dan penerapan hukum ikrar
talak dalam masyarakat melalui persidangan dengan tahapan dan upaya perdamaian
antara suami istri yang dilaksanakan oleh hakim atau mediator ahli, dan ikrar talak
dapat dikabulkan berdasarkan beberapa alasan yang ditentukan undang-undang,
sehingga memberikan kepastian hukum baik terhadap hak-hak istri, hak-hak anak
akan pendidikan dan pemeliharaan. Awal perhitungan masa iddah istri dan
pembagian harta gono gini; yang dapat ditegakan dengan kesadaran dan ketaatan
serta sanksi hukum oleh pemerintah.
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